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BUPATI PTSISIR SELATAI$,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada
penyelenggaraan pendidikan formal dan informal dalam
memberikan layalan pendidikan kepada masyarakat perlu
ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang
Izim Operasional Penyelenggaraan Pendidikan formal dar:
Informal UPT SD Negeri 06 Pulai Kecamatan Iengayang;

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Tengah { Lembaran Negara
Republik Indonesia Tatrun 1956 nomor 25) Jis Undang
Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1957), Undang- Undang Nomor 58
tahun 1958 (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor $a3l;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2AA3 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;

3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2AO4 tentang
Pemerintahan Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OA4 Nomor L25, Tambatran lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 44371, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2OO8 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2AA4 tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aSaa\
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (kmbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 44961, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 7L, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a10);
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OO7 tentang
Pembagiaa Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten / Kota;
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Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belqjar {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor a863);
Peraturan Pemerintah Nomor LT Tahun 2A7O tentang
Pengelolaan dan Penyelenggara€Ln Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2A1O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2O1O Nomor 110, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2A2l tentang Standar
Nasional Pendidikan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7

tentang Standar Prasarana dan Sarana Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia Nomor 36 Tahun 2OL4 Tentang Pedoman
Pendirian,Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan
Dasar Menengah;

ll.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 77 Tah.un 2A77 tentang Penerimaan Peserta
didik Baru pada taman Kanak - kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengalr Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah
Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang sederajat;

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan
Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar pendidikan
Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Ttrgas pokok,
Fungsi, Tata Kery'a dan Uraian T[gas Jabatan Struktural
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan Terpadu
Satu Pintu;

14. Keputusan Bupati Pesisir
57O / 285 /KPTS/BPT-PS I 2Ol7 tentang penetapan Standar
Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non per:zinan
Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Sel;atan Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang
Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
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Selatan Nomor :



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nama Lembaga

Jenis Kegiatan

Nama
Penyelenggara

Jabatan

L,okasi Sekolah

1. Surat Permohonan Kepala Sekolah UPT SD Negeri 06 Pulai,
Nomor :a2 / L.A8.A6.420 / SD-OO /l<P-2O21, tanggal 4 Januari
2O2L Perihal Permohonan lzin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Porrnal dan Informal.

2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Pesisir Selatan Nomor :42A / 193 /DPK-SD. 03/202 I
Tanggal 16 April 2021 tentang Rekomendasi Izin Operasional
Sekolah-

MEMUTUSKAI{

Memberikan lzim Operasional Kepada:

UPT SD ITEGERI 06 PULAI

Proses Belqjar Tingkat Sekolah Dasar (SD)

NELLI HERAWANI,M.Pd

Kepala Sekolah

Pulai Kecamatan Lcngayang Kabupaten
Pesisir Selatan.

lzin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Forrnal dan
Informal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
berlaku selama Proses Belqiar Tingkat Sekolah Dasar,
sepanjang tidak mengalami perubahan sesuai dengan
ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Painan
:22 Aprt72A21

Tembusan disampaikan Kepada Yth:
1. Bapak Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
2. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Pessel di Painan;
3.Arsip.
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